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ABSTRACT 

The obligations of legal aid providers in the concept of the legal aid law are not only related 

to organizational status, but also financial accountability mechanisms. Advocates as a law 

enforcement profession should carry out these rules with full responsibility. In addition to 

advocates providing legal services in court, advocates also provide services outside of court 

hearings. The responsibilities of the Law Firm S A & Partners Law Office itself in handling 

and settling civil cases are, namely, being responsible as a company/foundation and 

individual/personal, namely, an advocate.48 Article 1 point 3 Government Regulation No. 83 

of 2008 stated that free legal aid is legal services provided by advocates without receiving 

honorarium payments including providing legal consultations, exercising power of attorney, 

representing, accompanying, defending and carrying out other legal actions in the interests 

of justice seekers. This study aims to find out how Procedures for Service and Providing 

Legal Assistance by Firm S A and Partners Law Offices, To find out the Roles of Firm S A 

and Partners Law Offices in Settlement and Handling of Civil Cases, To find out the 

Responsibilities of Firm S A and Partners Law Offices in Handling Civil Cases. Service 

procedures and provision of legal aid are handled and completed by law firm law firm S A & 

Partners providers with specified conditions, namely writing a request for legal aid and legal 

cases will be resolved until the legal case is completed through non-litigation or litigation 

until there is a binding legal decision The responsibilities of the Law Firm S A & Partners 

Law Office itself in handling and settling civil cases are 2, namely, being responsible as an 

institution/foundation and being responsible as an individual/personal, namely, being an 

advocate. Constraints that are often faced by the Law Firm Law Firm S A & Partners in 

handling civil cases is a matter of accommodation, but in this case it can still be overcome 

and the problem is a lack of personnel so that sometimes if there are too many cases it will 

result in a lack of proper handling. 

Keywords: Advocate Role, Case Handling, Civil Law 

 

ABSTRAK 

Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam konsep Undang-Undang Bantuan Hukum bukan 

hanya menyangkut status organisasi, tetapi juga mekanisme pertanggungjawaban keuangan. 

Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-

aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Selain advokat memberikan jasa hukum di 

dalam persidangan, advokat juga memberikan jasanya diluar sidang pengadilan. Tanggung 

jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam penanganan dan penyelesaian 
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perkara perdata yaitu, bertanggungjawab sebagai perusahaan/ yayasan dan individu/personal 

yaitu, advokat.
48

 Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 disebutkan 

bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa 

menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan 

kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk 

kepentingan pencari keadilan.Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Bagaimana 

Prosedur Layanan dan pemberian Bantuan Hukum Oleh Kantor Hukum Firm S A dan 

Partners, Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam 

Penyelesaian dan Penanganan Kasus Perkara Perdata, Untuk mengetahui Bagaimana 

Tanggung Jawab Kantor Hukum Firm S A dan Partners dalam Penanganan Perkara Perdata. 

Prosedur pelayanan dan pemberian bantuan hukum ditangani dan diselesaikan oleh pemberi 

Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dengan syarat-syarat yang ditentukan yaitu 

menuliskan permohonan bantuan hukum dan kasus hukum akan diselesaikan sampai kasus 

hukum tersebut selesai melalui jalan nonlitigasi maupun litigasi sampai ada ketetapan hukum 

yang mengikat.Tanggung jawab Kantor Hukum Law Firm S A & Partners sendiri dalam 

penanganan dan penyelesaian perkara perdata ada 2 yaitu, bertanggung jawab sebagai 

lembaga/yayasan dan bertanggungjawab sebagai individu/personal yaitu, advokat.Kendala-

kendala yang sering dihadapi oleh Kantor Hukum Law Firm S A & Partners dalam 

penanganan perkara perdata adalah masalah akomodasitetapi dalam hal ini masih bisa 

diatasi dan masalah kekurangan personil sehingga terkadang kalau kebanyakan kasus akan 

berakibat kurangnya penanganan dengan baik. 

Kata Kunci : Peran Advokat, Penanganan Kasus, Hukum Perdata 

 

1. PENDAHULUAN 

a) Latarii Belakang 

Hukum merupakan seluruh aturan 

tingkah laku berupa norma (kaedah) 

tertulis maupun tidak tertulis yang dapat 

mengatur dan menciptakan tata tertib 

dalam masyarakat yang ditaati oleh setiap 

masyarakatnya berdasarkan keyakinan 

dan kekuasan hukum tersebut.
1
 Mengingat 

bahwa dasar hubungan hukum terletak 

dalam kenyataan- kenyataan bahwa 

hukum adalah pengatur kehidupan 

masyarakat karena kehidupan masyarakat 

tidak bisa teratur kalau tidak ada hukum. 

Perananii advokatii dalamii 

menanganiii suatuii perkaraii perdataii 

merupakanii usahaii dalamii penegakanii 

hukumii dalamii masyarakatii lewatii 

peradilanii maupunii diluarii pengadilanii 

sebagaiii penasihatii dalamii bidangii 

hukum.ii Advokatii bukanlahii pegawaiii 

negeri,ii bukanii pegawaiii sesuatuii 

badanii atauii instansiii akanii tetapiii 

merupakanii pekerjaanii swasta.ii 

Advokatii tidakii digajiii olehii 

pemerintah,ii sehinggaii honorariumii 

balasii jasaii yangii diperolehnyaii 

berasalii dariii klienii sepihakii danii 

bersifatii incidental,ii tidakii bolehii 

menerimaii honorariumii lainii dalamii 

perkaraii lainii yangii bertentanganii 

denganii perkaraii yangii sedangii 

dibela.ii Advokatii dalamii perannyaii 

sebagaiii pembelaii mendampingiii 

tersangkaii dalamii memperolehii 

putusanii yangii adil.ii Kegiatanii 
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profesiii advokatii tidakii diperkenankanii 

lebihii mengutamakanii kepentinganii 

materiii belakaii bagiii dirinya,ii akanii 

tetapiii loyalitasii pengabdianii kepadaii 

penegakii hukum. 

Hukumii acaraii perdataii adalahii 

peraturanii hukumii yangii mengaturii 

bagaimanaii caranyaii menjaminii 

ditaatinyaii hukumii perdataii materiilii 

denganii perantaraanii hakim.ii Dengani 

perkataanii lainii hukumii acaraii 

perdataii adalahii peraturanii hukumii 

yangii menentukanii bagaimanaii 

caranyaii menjaminii pelaksanaanii 

hukumii perdataii materiil.ii Hukumii 

perdataii materiilii tidakii mungkinii 

berdiriii sendiriii danii terlepasii dariii 

padaii hukumii acaraii perdata,ii 

demikianii jugaii hukumii acaraii 

perdataii tidakii dapatii berdiriii sendiriii 

tanpaii hukumii perdataii materiil.ii 

Karenaii kedua-duanyaii salingii 

memberikanii satuii samaii lain.ii Makaii 

dariii kalimatii tersebutii terlihatii 

bahwasanyaii hukumii acaraii perdataii 

bukanii suatuii pelengkapii sajaii tetapiii 

mempunyaiii kedudukanii yangii 

pentingii untukii melaksanakanii atauii 

menegakkanii hukumii perdataii materil. 

Diii dalamii hukumii acaraii perdataii 

yangii berlakuii diii Indonesiaii yaituii 

Herzieneii Indischeii Relgementii (HIR)ii 

memuatii ketentuanii yangii 

memberikanii hakii danii bantuanii 

hukumii kepadaii tergugatii atauii 

penggugatii dalamii menyelesaikanii 

perkaraii perdataii jikaii tergugatii danii 

penggugati menghendakinya.ii Dalamii 

halii iniii penulisii mencobaii membahasii 

salahii satuii dasarii yangii digunakanii 

didalamii Herzieneii Indischeii 

Relgementii (HIR)ii mengenaii i  

berpekaraii secaraii cuma-cumaii 

(prodeo)ii atauii berpekaraii denganii 

tidakii membayarii biayaii perkara. 

Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum (Pasal 1 ayat (3) 

UUD 1945). Terdapat tiga prinsip dasar 

negara hukum yaitu: supremasi hukum, 

persamaan dihadapan hukum, dan 

penegakan hukum dengan tata cara yang 

tidak bertentangan dengan aturan 

hukum.
4
 Seharusnya persamaan 

dihadapan hukum harus diartikan secara 

dinamis, dan tidak diartikan secara statis. 

Artinya kalau ada persamaan dihadapan 

hukum bagi semua orang, maka harus 

diimbangi juga dengan persamaan 

perlakuan (equal treatment) bagi semua 

orang. Jika terdapat dua orang 

bersengketa datang kehadapanii hakim,ii 

makaii merekaii harusii mendapatkanii 

perlakukanii yangii samaii olehii hakimii 

tersebutii (audiii etii alterampartem).ii 

Persamaanii dihadapanii hukumii yangii 

diartikanii secaraii dinamisii iniii 

dipercayaiii akanii memberikanii 

jaminanii persamaanii hukumii bagiii 
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semuaii orangii tanpaii terkecuali,ii 

denganii adanyaii adanyaii aksesii 

memperolehii keadilanii (accesii toii 

justice)ii bagiii semuaii orangii tanpaii 

memperdulikanii latarii belakangnya.i i  

Negarai i  mempunyaiii landasanii 

konstitusionalii yangii terkaitii tentangii 

persamaanii dihadapanii hukumii yangii 

terdiriii atasii 3ii (tiga)ii normaii 

konstitusionalii yaitu: 

Pasalii 27ii ayatii (1)ii UUDii 1945,ii 

menentukan:ii Segalaii wargaii negaraii 

bersamaanii kedudukannyaii didalamii 

hukumii danii pemerintahanii danii 

wajibii menjunjungii hukumii danii 

pemerintahanii ituii denganii tidakii adaii 

kecualinya.ii Pasalii iniii merupakanii 

kaidahii hukumii equalityii beforeii theii 

law.ii Pasalii 28ii Dii Ayatii 1ii UUDii 

1945,ii menentukan:i i Setiapii orangii 

berhakii atasii pengakuan,ii jaminanii 

perlindungan,ii danii kepastianii hukumii 

yangii adilii sertaii perlakuanii yangii 

samaii dihadapanii hukum.ii Pasalii iniii 

memaparkanii kaidahii hukumii :ii 

Perlindunganii Hakii Asasiii Manusiaii 

(HAM).Pasalii 28ii Iii Ayatii 4ii UUDii 

1945ii menyatakanii perlindungan,ii 

pemajuan,ii penegakan,ii danii 

pemenuhanii hakii asasiii manusiaii 

adalahii tanggungii jawabii negara,ii 

terutamaii pemerintah,ii dimanaii 

melaluiii Undang-Undangii Nomorii 16ii 

Tahunii 2011ii Tentangii Bantuanii 

Hukumii pemerintahii menjaminii 

perlindunganii hukumi i  masyarakatii 

miskinii danii butaii hukum. 

Pasalii 28ii Iii Ayatii 5ii UUDii 1945ii 

dalamii menjaminii perlindunganii hakii 

asasiii manusiaii mengenaiii bantuanii 

hukumii sebagaimanaii padaii Babii IIIii 

Pasalii 6ii sampaiii Pasalii 7ii 

menyatakanii bantuanii hukumii 

diselenggarakanii olehi i  

Menkumhami i  melaluiii BPHNii danii 

Kemenkumhamii yangii dipertanggungii 

jawabkanii keii DPR. 

Pasalii 34ii UUDii 1945,ii 

menentukan:ii Fakirii miskinii danii 

anak-anakii yangii terlantarii dipeliharaii 

olehii negara.ii Pasalii iniii memaparkanii 

kaidahii hukum:ii pembelaanii Proii 

Bonoii Publicoii yakni:ii persamaanii 

perlakuanii (equalii treatment)ii bagiii 

masyarakatii tidakii mampu.ii Ketigaii 

landasanii konstitusionalii diatasii 

sangatii berperanii untukii memotivasiii 

Penyelenggaraanii Negaraii danii 

Profesiii Hukumii menjalankanii prosesii 

penegakanii hukumii ituii melaluiii 

Bantuanii Hukum.ii  

Ketentuanii Undang-Undangii RIii 

Noii 39ii Tahunii 1999ii Tentangii 

HAMii khususnyaii padaii Pasalii 4ii 

menjadiii ketentuanii yangii 

berpengaruhii besarii terhadapii lahirnyaii 

Undang-Undangii RIii Nomorii 16ii 

Tahunii 2011ii Tentangii Bantuanii 
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Hukumii yangii merupakanii upayaii 

pemenuhanii tanggungii jawabii negaraii 

dalamii memberikanii perlindunganii 

kepadaii warganya,ii dimanaii 

menyebutkanii adanyaii pengakuanii 

hakii untukii hidup,ii tidakii disiksa,ii 

kebebasanii pribadi,ii pikiranii danii hatiii 

nurani,ii beragama,ii tidakii 

diperbudakdiakuiii sebagaiii pribadiii 

danii persamaanii dihadapanii hukum,ii 

danii untukii tidakii dituntutii atasii 

dasarii hukumii yangii berlakuii surutii 

adalahii hakii asasiii manusiaii yangii 

tidakii dapatii dikurangiii dalamii 

keadaanii apapunii danii olehii siapapunii 

yangii jugaii dimuatii padaii Pasalii 28iii 

ayatii 1.ii  

Sekarangii iniii Indonesiaii telahii 

meratifikasiii kovenanii Internasionalii 

tentangii hak-ii hakii sipilii danii politikii 

(Kovenanii Hak-hakii Sipilii –ii 

Internasionalii Covenantii onii Civili i  

andii Politicalii Right),ii dalamii pasalii 

16ii sertaii Pasalii 26ii Konvensiii ituii 

menjaminii akanii persamaanii 

kedudukanii didepanii hukumii 

(equalityii beforeii theii law).ii 

Perlindunganii yangii diberikanii kepadaii i 

subyekii i hukumi dalami bentukii 

perangkatihukumibaiki yangii bersifatii 

preventifii maupunii yangii bersifatii 

represif.ii Semuaii orangii berhakii ataui i 

perlindunganii dariii hukumii sertaii 

harusii dihindarkanii adanyaii 

diskriminasiii berdasarkanii ras,ii warnaii 

kulit,ii jenisii kelamin,ii bahasa,ii 

agama,ii pandanganii politikii berbeda,ii 

nasionalii atauii asal-muasalii 

kebangsaan,ii kekayaan,ii kelahirani i  

ataui i  statusyangii lainnya. 

Bantuanii hukumii merupakanii hakii 

konstitusionalii danii negaraii 

mempunyaiii tanggungjawabii untukii 

pemenuhanii hakii bantuanii hukumii 

untukii kelompokii miskinii danii 

termajinalkanii sepertiii anak,ii 

perempuan,ii danii penyandangii cacat.ii 

Negaraii bertanggungjawabii untukii 

menyediakanii anggaranii bantuanii 

hukumii yangii berasalii dariii danaii 

publik,ii danii menjaminii kualitasii 

penyediaanii jasaii bantuanii hukumii 

termasukii menjaminii kualitasii 

penyediaanii jasaii bantuanii hukumii 

tersebut.
8
ii Perubahanii besarii terjadiii 

dalamii penyelenggaraanii negaraii dii i 

bidangii bantuanii hukum,ii namunii 

sulitii untukii menyajikanii suatuii 

sistemii perundang-undanganii bidangii 

bantuanii hukumii secaraii tepatii guna,ii 

halii tersebutii karenaii terdapatii 

beberapaii peraturanii yangii mengaturii 

tentangii bantuanii hukumii yangii 

bersifatii teknis. 

Masyarakatii merupakanii wadahii 

atauii tempatii bagiii berlakunyaii suatuii 

hukum.ii Hukumii jugaii merupakanii 

salahii satuii saranaii utamaii bagiii 
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manusiaii melaluiii masyarakatii dimanaii 

iaii menjadiii wargaii anggotanya,ii 

untukii memenuhiii segalaii kebutuhanii 

pokokii hidupnyaii dalamii keadaanii 

yangii sebaikii danii sewajarii mungkinii 

mengingatii hukumii ituii padaii 

hakikatnyaii memberikanii perlindunganii 

proteksiii atasii hak-hakii setiapii 

perorangii secaraii wajar,ii jelasii bahwaii 

hukumii ituii bukanii hanyaii menjaminii 

keamananii danii kebebasan.i 

Seringii kaliii masyarakatii yangii 

tergolongii miskinii (theii haveii not)ii 

diperlakukanii tidakii adilii danii tidakii 

memperolehii jasaii hukumii danii 

pembelaanii (accesii toii legalii 

counsul)ii yangii memadaiii dariii 

Advokatii (penasihatii hukum).ii 

Insidenii perlakuanii tidakii adil,ii tidakii 

manusiawi,ii penyiksaan,ii danii 

merendahkanii martabatii manusiaii 

olehii penegaki i  hukumii cukupii 

tinggiii danii tidakii terekamii secaraii 

akuratii karenaii lemahnyaii kontrolii 

persii danii masyarakat.ii Padahal,ii 

orangii yangii tergolongii mampuii 

denganii aksesii ekonomiii danii 

politiknyaii dapatii memperolehii jasaii 

hukumii danii pembelaanii (accesii toii 

legalii counsul)ii dariii Advokatii 

(penasehatii hukum)ii yangii 

profesional.ii Bahwasanya,ii bantuanii 

hukumii adalahii suatuii konsepii untukii 

mewujudkanii persamaanii dihadapanii 

hukumii (equalitybeforeii theilaw)ii danii 

pemberianii jasaii hukumii danii 

pembelaanii (accesii toii legalii 

counsul)ii bagiii semuaii orangii dalamii 

kerangkaii keadilanii untukii semuaii 

orangii (justiceii forii all). 

Profesiii advokatii dikenalii sebagaiii 

profesiii yangii muliaii (officiumii 

mobile),ii karenaii mewajibkanii 

pembelaanii kepadaii semuaii orangii 

tanpaii membedakanii latarii belakangii 

ras,ii warnaii kulit,ii agama,ii budaya,ii 

sosialii ekonomi,ii kaya/miskin,ii 

keyakinanpolitik,ii gender,ii danii 

ideologi.iYangii kayaii ataupunii 

berkecukupanii dapatii menyewaii jasaii 

pengacaraii maupunii orangii miskinii 

yangii tidakii dapatii menyewaii jasaii 

pengacaraii tetapii dapatii menerimaii 

bantuanii hukum. 

Berdasarkanii Undang-Undangii RIii 

Nomorii 18ii Tahunii 2003,ii posisiii 

Advokatii adalahii suatuii profesiii 

mandiriii danii independenii terhadapii 

cabangii kekuasaanii negaraii manapun.ii 

Lebihii tepatii jikaii dikatakanii bahwaii 

profesiii Advokatii ituii beradaii diii 

posisiii rakyatii baikii secaraii individuii 

maupunii dalamii tatananii masyarakat.ii 

Kebutuhanii terhadapii bantuanii hukumii 

seorangii advokatii bagiii seseorangii 

yangii sedangii menghadapiii 

masalahihukumii dirasaii sangatii 

penting.ii Bertolakii dariii pendapatii 
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ini,ii bahwaii tugasii seorangii advokatii 

dalamii prosesii hukumii adalahii untukii 

membantuii hakimii dalamii 

menemukanii kebenaranii hukum,ii 

makaii kepentinganii seorangii klienii 

dalamii menggunakanii jasaii seorangii 

advokatii adalahii upayaii mencariii 

perlindunganii terhadapii hak-haknyaii 

yangii secaraii hukumii harusii 

dilindungi.ii Dalamii upayaii 

melindungiii kepentinganii atauii hakii 

seorangii klienii itulahii makaii klienii 

membutuhkanii seorangii advokat,ii sebabii 

hampirii bagianii terbesarii masyarakatii 

merupakanii komunitasii yangii awamii 

atauii butaii hukum.ii Dalamii realitasii 

yangii demikianii itu,ii keberadaanii 

seorangii advokatii menjadiii sangatii 

penting.ii Peranii advokatii tersebutii 

dapatii dilihatii dariii prosesii awalii 

pengajuanii perkaraii keii pengadilanii 

tidakii lepasii dariii perannyaii sebagaiii 

advokatii dalamii memberikanii bantuanii 

hukum,ii dariii mulaiii mengurusiii 

masalahii administratif,ii sampaiii padaii 

prosesii litigasiii selesai. 

Selanjutnya,ii Undang-Undangii RIii 

No.ii 18ii Tahunii 2003ii tentangii 

Advokat,ii dalamii Pasalii 22,ii Advokatii 

wajibii memberikanii bantuanii hukumii 

secaraii cuma-cumaii kepadaii pencariii 

keadilanii yangii tidakii mampu.ii 

Dijelaskanii dalamii kodeii etikii 

Advokatii Indonesia,ii padaii Pasalii 7i i  

(h),ii bahwaii advokatii mempunyaiii 

kewajibanii untukii memberikanii 

bantuanii hukumii secaraii cuma-cumaii 

(prodeo)ii bagiii orangii yangii tidakii 

mampu.ii Berdasarkanii pasalii 4ii 

Undang-ii undangii Bantuanii Hukum,ii 

bahwaii bantuanii hukumii diberikanii 

kepadaii penerimaii bantuanii hukumii 

yangii menghadapiii masalahii hukum.ii 

Areaii bantuanii hukumii yangii dapatii 

meliputiii kasus-kasusii perdata,ii 

pidanaii danii tataii usahaii negara.ii 

Undang-undangii bantuanii hukumi i  

sudahii membatasiii kualifikasipenerimaii 

bantuanii hukumii hanyaii yangii tidakii 

mampu.i i Pasalii 5ii menyatakanii : 

(1) “Penerimaii Bantuanii Hukumii 

sebagaimanaii didalamii pasalii 4ii 

ayatii (1)ii meliputiii setiapii 

orangii atauii kelompokii orangii 

miskinii yangii tidakii dapatii 

memenuhiii hakii dasarii secaraii 

layakii danii mandiri”. 

(2) “Hakii dasarii sebagaimanaii 

dimaksudii dalamii ayatii (1)ii 

meliputiii hakii atasii pangan,ii 

sandang,ii layananii kesehatan,ii 

layananii pendidikan,ii pekerjaanii 

danii berusaha,ii danii atauii 

perumahan. 

Menurutii Adnanii Buyungii Nasutionii 

bantuanii hukumii adaii 3ii yaitu: 

1. Legalii aid,ii yangii berartii i  

pemberianii jasaii dibidangii 
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hukumi i  kepadaii seseorangii 

yangii terlibatii dalamii suatuii 

kasusii atauii perkaraii yaitu: 

(1) Pemberianii jasaii bantuanii 

hukumidilakukanii denganii 

cuma-cuma;ii (2)Pemberiani i  

bantuani i  hukumi i  dalami i  

legali i  aidi i  lebihi i  

dikhususkani i  bagii i  yang 

tidakii mampuii dalamii lapisanii 

masyarakatii miskin; 

(2) Denganii demikianii motifasiii 

utamaii konsepii legalii aidii 

adalahii menegakkanii hukumii 

denganii jalanii membelaii 

kepentinganii hakii asasiii 

rakyatii kecilii yangii takii 

punyaii danii buntuii hukum. 

2. Legalii  assistance,i i  

mengandungi i  pengertiani i  

yangi i  lebihi i  luasi i  darii i  

legali i  aid. 

Memberi bantuan kepada anggota 

masyarakat yang opersionalnya 

menghapuskan kenyataan-kenyataan 

deskriminatif dalam penegakan dan 

pemberian jasa bantuan antara rakyat 

miskin yang berpenghasilan kecil dengan 

masyarakat kaya yang menguasai sumber 

dana dan posisi kekuasaan. Dengan 

pelayanan hukum yang diberikan kepada 

masyarakat yang memerlukan, dapat 

diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri 

oleh aparat penegak hukum dengan jalan 

menghormati setiap hak yang diberikan 

hukum kepada setiap anggota masyarakat. 

Legal service dalam operasionalnyaii 

lebihii cenderungii Tinjauanii Pustaka 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam pasal 1 Undang-Undang RI 

No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 

menjelaskan tentang advokat yaitu: 

“Advokat adalah orang yang berprofesi 

memberikan jasa hukum, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan Undang-Undang ini”. 

Sedangkan Menurut Kode Etik Advokat 

Indonesia pengertian Advokat itu sendiri 

adalah “Advokat adalah orang yang 

berpraktik membri jasa hukum, baik di 

dalam maupun di luar Pengadilan yang 

memenuhi persyaratan berdasarkan 

undang-undang yang berlaku, baik 

advokat, pengacara, praktikii ataupunii 

sebagaiii konsultanii hukum”.i advokatii 

atauii pengacaraii merupakanii jenisii 

profesiii hukumii yangii palingii banyakii 

menimbulkanii kontroversi.ii Situasiii 

iniii tidakii hanyaii dirasakanii padaii 

negaraii berkembangi i  sepertiii 

Indonesia,ii tetapiii diii Negaraii 

majupunii masihii timbulii masalah.ii 

Dalamii berbagaiii survey,ii profesiii 

advokatii masihii menempatkanii 

seseorangii padaii posisiii yangii 

terhormat.i i  advokatii naikii pamornyaii 
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karenaii banyakii pemimpinii duniaii 

berangkatii dariii profesiii tersebut,ii 

danii terbuktiii merekaii semuaii adalahii 

orang-orangii yangii cerdas,ii rasional,ii 

danii pandaiii berargumentasi.ii  

Jadiii dariii pengertianii dariii 

advokatii tersebut,ii penulisii dapatii 

menarikii kesimpulanariii berbagaiii 

macamii pengertianii diatasii yaituii 

advokatii adalahii seseorangii yangi i  

membantuii setiapii orangii atauii 

khalayakii ramaiii butaii akanii hukumii 

dikarenakanii tabuii akanii mengenaii 

perihalii persoalanii hukumii yangii 

sedangii dialamiii olehii masyarakatii 

yangii mengenaiii permasalahanii 

hukum,ii tetapiii tidakii tahuii 

bagaimanaii solusiii untukii mengatasiii 

masalah. 

Didalamii Undang-Undangii RIii No.ii 

18ii Tahunii 2003ii tentangii advokat,ii 

disimpulkanii bahwasannyaii “advokatii 

ituii dapatii bergerakii dalamii 

pengadilan,ii maupunii bertindakii 

sebagaiii konsultanii dalamii 

permasalahanii hukum,ii baikii pidanaii 

maupunii perdata”.ii Danii sangatii 

berbedaii pemgertiannyaii denganii 

seorangii notarisii yaituii mengurusiii 

permasalahanii hokumii dalamii ranahii 

atauii cangkupanii berupaii perizinanii 

mengenaiii persoalanii tanah,ii 

pembuatanii suratii menyuratii berupaii 

aktaii otentikii maupunii pengesahanii 

aktaii bawahii tangan. 

Seorangii Advokatii melakukanii 

profesinyaii sebagaiii pemberiii nasehat,ii 

bukanii hanyaii sebagaiii pemberiii 

nasehat,ii akanii tetapiii advokatii jugaii 

menjalankanii profesiii dalamii segalaii 

bidang,ii baikii dalamii prosesii litigasiii 

danii nonii litigasiii untukii membelaii 

paraii kliennyaii yangii sedangii 

berhadapanii denganii hukum.ii 

Membelaii paraii kliennyaii dalamii 

artinyai i  disini,ii advokatii hanyaii 

membantuii kliennyaii terhadapii halii 

pembelaanii dimataii hukumii untukii 

mendapatkanii hakii danii kewajibanii 

dariii paraii kliennya. 

 

Bantuanii Hukum 

Istilahii bantuanii hukumii 

merupakanii istilahii yangii barui i  

bagii i  bangsai i  indonesia,ii 

karenamasyarakatii baruii mengenalii 

danii mendengarnyaii diii sekitarii tahunii 

tujuhii puluhan.ii Istilahii bantuanii 

hukumii lebihii tepatii danii sesuaiii 

denganii fungsinyaii sebagaiii 

pendampingii tersangkaii atauii 

terdakwaii dalamii pemeriksaanii dariii 

padaii istilahii pembela.ii Istilahii 

pembelaii seringii kaliii diii salahii 

trafsirkan,ii seakan-akanii berfungsiii 

sebagaiii penolongii tersangkaii atauii 

terdakwaii bebasii atauii lepasii dariii 

pemidanaanii walaupunii telahii jelasii 



  

361 
 

JURNAL RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 352  -  369 

bersalahii melakukanii perbuatani i  

yangi i  didakwakani i  itu. 

Padaii halii fungsiii pembelaii adalahii 

membantuii hakimii dalamii usahaii 

menemukanii kebenaranii materil,ii 

walaupunii bertolakii dariii sudutii 

pandangii subyektif,ii yaituii berpihakii 

kepadaii kepentinganii tersangkaii atauii 

terdakwa.ii Dalamii prakteknyaii sehari-

harii i  orangii seringii menafsirkanii 

bantuanii hukumii ituii denganii 

menonjolkanii sifatii bantuannyaii 

bukanii sebagaiii hakii untukii 

mendapatkannya,ii artinyaii pemberianii 

bantuanii hukumii ituii lebihii banyakii 

tergantungii kepadaii orangii yangii 

bersediaii menerimanyaii bukanii 

kepadaii nilaiii atauii objekii perkaraii 

untukii mendapatkannyai bukani sebagaii 

haki untuki mendapatkannya,i artinyai 

pemberiani bantuani hukumi itui lebihi 

banyaki tergantungi kepadai orangi yangi 

bersediai menerimanyai bukani kepadai 

nilaii ataui objeki perkarai untuki 

mendapatkannya.i i Prakteki bantuani 

hukumi khususnyai  bagii  rakyati  

kecili  yangi  tidaki  mampui dani butai 

hukum.i Butai hukumi adalahi lapisani 

masyarakati yangi butai hurufi ataui 

berpendidikani rendahi yangi tidaki 

mengetahuii dani menyadarii hak-

haknyai sebagaii subjeki hukumi ataui 

karenai kedudukani sosiali dani ekonomii 

sertai akibati tekanan-tekanani darii yangi 

lebihi kuati tidaki mempunyaii 

keberaniani untuki i membelai dani 

memperjuangkani hak-haknya. 

Bantuani hukumi sebagaii suatui legali 

institutioni (lembagai hukum)i semulai 

tidaki dikenali dalami sistemi hukumi 

tradisional,i diai barui dikenali dii 

Indonesiai sejaki masuknyai ataui 

diberlakukannyai sistemi hukumi Barati 

dii Indonesia.i Menuruti hukumi positifi 

Indonesia,i bantuani hukumi sudahi 

diaturi dalami pasali 250i ayati (5)i dani 

(6)i Heti Herzienei Indonesischei 

Reglemeni (HIR/Hukumi Acarai Pidanai 

Lama)i dengani cakupani yangi terbatas,i 

yangi artinyai pasali inii dalami 

prakteknyai lebihi mengutamakani 

bangsai Belandai darii padai bangsai 

Indonesiai yangi waktui itui lebihi 

populeri disebuti inlanders,i dii sampingi 

dayai lakui pasali inii hanyai terbatasi 

apabilai parai advokati tersediai dani 

bersediai membelai merekai yangi 

dituduhi dani diancami hukumani matii 

dani ataui hukumani seumuri hidup. 

Landasani yuridisi bantuani hukumi saati 

kemerdekaani Herzienei Inlandsch.i 

kata,i gambar,i dani bukani angka-angka.i 

Selaini itu,i semuai yangi dikumpulkani 

berkemungkinani menjadii kuncii 

terhadapi apai yangi sudahi diteliti.i 

Laporani penelitiani akani berisii 

kutipan-kutipani datai untuki 

memberikani gambarani penyajiani 
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laporani tersebut.i Datai tersebuti berasali 

darii naskahi wawancara,i catatani 

lapangan,i  foto,i videotape,i dokumeni 

pribadi,i catatani ataui memo,i dani 

dokumeni resmii lainnya.i  

 

Tekniki Pengumpulani Data 

Untuki mendapatkani datai yangi 

betul-i betuli akurati dani lengkap,i makai 

dalami penulisani inii penulisi  

menggunakani beberapai macam.i  

Hukumi acarai yangi mengaturi 

masing-masingi sistemi peradilani 

tersebuti berbedai untuki acarai pidanai 

maupuni acarai perdata.i Peradilani 

Eropai berlakui Reglementi opi dei 

Rechtsvorderingi (Rv)i untuki acarai 

perdatanyai dani Reglementi opi dei 

Strafvoerderingi (Sv)i untuki acarai 

pidananya.i Kemudiani bagii Peradilani 

Indonesiai berlakui Herzienei Inlandschi 

Reglementi (HIR),i baiki untuki acarai 

perdatai maupuni acarai pidananya. 

HIRi memuati ketentuani 

perlindungani terhadapi kekuasaani 

pemerintahi yangi jauhi lebihi sedikiti 

daripadai kitabi undang-undangi untuki 

orangi Eropa.i Sebagaii contoh,i bagii 

orang-orangi Eropa. Sebagai contoh, bagi 

orang-orang Eropa dikenal kewajiban 

legal representation by a lawyer 

(verplichte procureur stelling), baik 

dalam perkara perdata maupun perkara 

pidana. Pemerintah kolonial tidak 

menjamin hak fakir miskin Bumiputera 

untuk dibela advokat dan mendapatkan 

bantuan hukum. Bagi orang-orang 

Indonesia pada masa itu kebutuhan akan 

bantuan hukum belum dirasakan sehingga 

profesi lawyer yang berasal dari kalangan 

Bumiputera tidak berkembang. 

Secarai institusional,i lembagai ataui 

biroi bantuani hukumi dalami bentuki 

konsultasii hukumi pernahi didirikani  

dii Sekolahi  Tinggii  Hukumi Jakartai  

padai  tahuni 1940i  olehi Prof.i 

Zeylemakeri  seorangi  Gurui  Besari 

hukumi dagangi i dani hukumi acarai 

perdata.i Biroi inii didirikani dengani 

maksudi untuki memberikani nasehati 

hukumi kepadai rakyati tidaki mampui 

dani jugai untuki memajukani kegiatani 

kliniki hukumi i Reglementi (HIR)i Pasali 

250i dimanai pemberiani bantuani 

hukumi untuki terdakwai yangi diancami 

hukumani matii ataui hukumani seumuri 

hidupi Kemudiani diundangkani Undang-

Undangi i RIi Noi 14i Tahuni 1970i 

yangi mengaturi ketentuani pokoki 

Kekuasaani Kehakiman,i dani tambahani 

Lembarani Negarai Noi 2951.i  

Gambarani keadaani dii atasi terjadii 

karenai dii jamani koloniali Belandai  

dikenali adanyai 2i (dua)i sistemi 

peradilan. 

 

 



  

363 
 

JURNAL RECTUM, Vol. 5, No. 1, (2023) Januari : 352  -  369 

3. METODEI PENELITIAN 

a. Jenisi Penelitian 

Penelitiani inii tergolongi padai tipei 

penelitiani deskriptifi dengani 

pendekatani kualitatif.i Penelitiani 

kualitatifi bermaksudi untuki memahamii 

fenomenai tentangi apai yangi dialamii 

olehi subyeki penelitiani misalnya,i 

perilaku,i persepsi,i motivasi,i tindakan,i 

dlli secarai holistik,i dani dengani carai 

deskriptifi dalami bentuki kata-katai dani 

bahasai  padai suatui konteksi khususi 

yangi alamiahi dani dengani 

memanfaatkani berbagaii  metodei 

ilmiah. Sedangkani kualitatifi deskriptifi 

bertujuani menggambarkani sifat-i sifati 

suatui individu,i keadaan,i gejalai ataui 

kelompoki tertentu,i ataui menentukani 

penyebarani gejala,i ataui untuki 

menentukani adai tidaknyai hubungani 

antarai satui dengani gejalai yangi lain.i 

kata,i gambar,i dani bukani angka-

angka.i Selaini itu,i semuai yangi 

dikumpulkani berkemungkinani menjadii 

kuncii terhadapi apai yangi sudahi 

diteliti.i Laporani penelitiani akani berisii 

kutipan-kutipani datai untuki 

memberikani gambarani penyajiani 

laporani tersebut.i Datai tersebuti berasali 

darii naskahi wawancara,i catatani 

lapangan,i  foto,i videotape,i dokumeni 

pribadi,i catatani ataui memo,i dani 

dokumeni resmii lainnya.i  

 

b. Tekniki Pengumpulani Data 

Untuki mendapatkani datai yangi 

betul-i betuli akurati dani lengkap,i makai 

dalami penulisani inii penulisi  

menggunakani beberapai metodei 

penelitiani dalami pengumpulani data.i 

dengani datai yangi lengkapi dani 

validinii bisai menjadii sebuahi datai 

layaki untuki dii pedomanii sebagaimanai 

mungkini Analisisi inii dii gunakani 

untuki memperolehi gambarani umumi 

dani menyeluruhi tentangi situasii sosiali 

yangi dii telitii ataui objeki penelitian.
37

i 

Analisisi inii untuki menganalisisi datai 

yangi dii perolehi darii lapangani 

penelitiani secarai garisi besarnya.i 

Analisisi Taksonomi,i Analisisi yangi dii 

gunakani terhadapi keseluruhani datai 

yangi terkumpuli berdasarkani domaini 

yangi telahi diciptakan.i Dalami hali inii 

datai bisai dii gunakani hinggai 

terciptanyai keamanani datai yangi dii 

maksudi dalami tekniki i Hukumi acarai 

yangi mengaturi masing-masingi sistemi 

peradilani tersebuti berbedai untuki acarai 

pidanai maupuni acarai perdata.i 

Peradilani Eropai berlakui Reglementi opi 

dei Rechtsvorderingi (Rv)i untuki acarai 

perdatanyai dani Reglementi opi dei 

Strafvoerderingi (Sv)i untuki acarai 

pidananya.i Kemudiani bagii Peradilani 

Indonesiai berlakui Herzienei Inlandschi 
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Reglementi (HIR),i baiki untuki acarai 

perdatai maupuni acarai pidananya. 

HIRi memuati ketentuani 

perlindungani terhadapi kekuasaani 

pemerintahi yangi jauhi lebihi sedikiti 

daripadai kitabi undang-undangi untuki 

orangi Eropa.i Sebagaii contoh,i bagii 

orang-orangi Eropai dikenali kewajibani 

legali representationi byi ai lawyeri 

(verplichtei procureuri stelling),i baiki 

dalami perkarai perdatai maupuni 

perkarai pidana.i Pemerintahi koloniali 

tidaki menjamini haki fakiri miskini 

Bumiputerai untuki dibelai advokati dani 

mendapatkani bantuani hukum.i Bagii 

orang-orangi Indonesiai padai masai itui 

kebutuhani akani bantuani hukumi 

belumi dirasakani sehinggai profesii 

lawyeri yangi berasali darii kalangani 

Bumiputerai tidaki berkembang. 

Secarai institusional,i lembagai ataui 

biroi bantuani hukumi dalami bentuki 

konsultasii hukum.i 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sejarahi Kantori Bantuani Hukum 

Prakteki bantuani hukumi terlihati 

adanyai prakteki gotongi royongi dalami 

kehidupani bermasyarakati dimanai 

dalami masalah-masalahi tertentui 

masyarakati memintai bantuani kepadai 

adati untuki menyelesaikani masalahi 

tertentu.i Prakteki bantuani hukumi 

khususnyai bagii rakyati kecili yangi 

tidaki mampui dani butai hukum.i Butai 

hukumi adalahi lapisani masyarakati 

yangi butai hurufi ataui berpendidikani 

rendahi yangi tidaki mengetahuii dani 

menyadarii hak-haknyai sebagaii subjeki 

hukumi ataui karenai kedudukani sosiali  

dani ekonomii sertai akibati tekanan-

tekanani darii yangi lebihi kuati tidaki 

mempunyaii keberaniani untuki 

membelai dani memperjuangkani hak-

haknya.i Bantuani hukumi sebagaii suatui 

legali institutioni (lembagai hukum)i 

semulai tidaki dikenali dalami sistemi 

hukumi tradisional,i diai barui dikenali dii 

Indonesiai sejaki diberlakukannyai 

sistemi hukumi Barati dii Indonesia.i  

Menuruti hukumi positifi Indonesia,i 

bantuani hukumi sudahi diaturi dalami 

pasali 250i ayati (5)i dani (6)i Heti 

Herzienei Indonesischei Reglemeni 

(HIR/Hukumi Acarai  Pidanai Lama)i 

dengani cakupani yangi terbatas,i yangi 

artinyai pasali inii dalami prakteknyai 

lebihi mengutamakani bangsai Belandai 

daripadai bangsai Indonesiai yangi 

waktui  itui  lebihi populeri  disebuti  

inlanders, LAWi FIRMi Si Ai &i 

PARTNESi adalahi suatui kantori 

hukumi yaitui  yangi berbentuki lawi 

firmi advokati dani konsultani hukumi 

yangi sejaki berdirii padai tahuni 2019i 

tepatnyai tanggali 23i oktoberi 

2019.sesuaii dengani keputusani menterii 
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hukumi dani haki asasii manusiai 

Republiki Indonesia.i NO.AHUi -

0000596-AH.01.18i TAHUNi 

2019.tentangi pengesahani pendiriani 

badani hukumi LAWi FIRMi Si Ai &i 

PARTNERS,yangi beralamati lengkapi 

dii kotai Medani JL.Merbabui 

no.35D.kel,pusati pasari 

,kec.Medanikota,kotai medani –Sumatrai 

utara.i  

Lawi Firmi Si Ai &i PARTNERSi 

didirikani dengani adanyai beberapai 

faktori  yaitui karenai kebutuhuni 

terhadapi hukumi dii kotai Medani 

cukupi besar.kebutuhani akani duniai 

advokati begitui besari khususnyai dii 

kotai medan.i dikarenakani netrogennyai 

masyarakati dikotai Medan   masyarakati 

lebihi tinggii ketimbangi darii 

masyarakati yangi masihi homogeni 

yaitui yangi samai sukunyai ataui 

sukunyai masihi kuat.i Adai sedikiti 

ceritai perihali lawi firmi Si Ai &i 

Partnersi ini,Memilihi mendirikani dii 

kotai medan,sepertii yangi kitai ketahuii 

bahwasanyai dii kotai medani adalahi 

kotai yangi lebihi Etnisi sukunyai artinyai 

kebutuhani hukumi yangi sangati tinggii 

dikarenakani kotai inii memilikii 

beragami sukui yangi dimanai kotai 

medani  beradai  padai wilayahi 

provinsii Sumatrai utara.yangi dengani 

berbgaii sukui dani Etnisi dii dalamnya. 

Dalami kantori hukumi inii memilikii 

advokati /pengacara,advokati magangi 

sebagaii pendampingi dalami 

menjalankan/membantui tugas-tugasi 

sebagaii advokat.Dalami menjalankani 

usahanyai dii bantui olehi beberapai 

rekani seprofesii sebagaii 

advokat/pengacarai yaitui Bapaki 

Sevenriusi Zebuai ,S,H.i Bapaki Yaatuloi 

Waruwu,S,H.i Bapaki Taronii 

Buulolo,S,H.i Jangkauani yangi 

dilakukani padai kantori advokati inii 

mencakupi dii seluruhi wilayahi 

Indonesia.Dengani adanyai parai 

advokat/pengacarai padai kantori Lawi 

firmi Si Ai &i Partners,dengani memilikii 

keahliani yangi luari biasai dalami 

menyelesaikani berbagaii macami usahai 

ataui perkarai dalami persidagani ,makai 

parai tenagai ahlii dalami kantori 

advokati inii menjalankani pekerjaanyai 

secarai cakapi dani profesionali sertai 

bertanggungi jawabi atasi tindakani atasi 

tindakani yangi dilakukan,i didalami 

kantori ini. 

A. Penanganani Kasusi Hukumi 

Perdatai olehi Kantori Hukumi 

Lawi Firmi Si Ai &i Partners 

Penanganani kasusi hukumi perdatai 

padai Kantori Hukumi Lawi Firmi Si  

Ai  &i Partnersi diberikani dalami 

layanani bantuani hukumi noni litigasii 

dani litigasli.i Klieni yangi datangi 
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diterimai dani dikelompokani apakahi 

kasusi tersebuti diterimai ataui 

ditolak/direkomendasikani kei kantori 

pengacarai apabilai tidaki memenuhii  

kriteriai penerimai bantuani hukum.i 

Klieni harusi membawai datai dirii dani 

menceritakani kronologii kasusnyai 

untuki diberikani pemahamani terahadapi 

posisii kasusnya,i apabilai datanyai cukupi 

makai klieni ditawarii untuki 

memberikani kuasai hukumnyai kepadai 

pemberii bantuani hukum. 

Kasusi hukumi perdatai yangi 

ditanganii olehi Lembagai Kantori 

Hukumi Lawi Firmi Si Ai &i Partnersi 

umumnyai menanganii kasusi tentangi 

warisan,i perceraian,i hutangi piutang,i 

tanahi dani wanprestasi.i Padai kasusi 

pertanahani dapati terjadii dikarenakani 

beberapai macami antarai laini karenai 

masalahi statusi tanah,i masalahi 

kepemilikan,i masalahi bukti-i buktii 

perolehani yangi menjadii dasari 

pemberiani haki dani sebagainya.  

Pelaksanaani perani dalami 

memberikani bantuani hukumi kepadai 

masyarakati Lembagai Bantuani Hukumi 

Medani dipengaruhii olehi faktor-faktori 

antarai lain:i peraturani perundang-

undangan,i kualitasi sumberi dayai 

manusiai (SDM)i yangi memberikani 

bantuani hukumi dani pandangani 

masyarakati sendirii terhadapi lembagai 

bantuani hukum.i Selamai memberikani 

pelayanani Bantuani Hukum,i  Kantori 

Hukumi Lawi Firmi Si  Ai &i Partnersi 

tidaki pernahi melakukani pembiarani 

terhadapi kasusi yangi ditanganinya,i  

karenai pemberiani Bantuani Hukumi 

dilakukani dengani maksimali dani 

professionali sehinggai belumi pernahi 

mengalamii tegurani ataui pernyataani 

ketidakpuasani terhadapi pelayanani 

yangi diberikan. 

Kendala-kendalai yangi seringi 

dihadapii olehi Kantori Hukumi Lawi 

Firmi Si Ai &i Partnersi dalami 

menanganii perkarai perdatai adalahi 

masalahi akomodasii tetapii dalami hali 

inii masihi bisai diatasii dani masalahi 

kekurangani personili sehinggai 

terkadangi kalaui kebanyakani kasusi 

akani berakibati kurangnyai penanganani 

dengani baik. Kasusi hukumi perdatai 

tetapi dilakukani untuki ditanganii 

apabilai dalami kasusi nonlitigasii yaitui 

dengani upayai mediasii ataui audiensi,i 

apabilai kasusi tersebuti tidaki dapati 

terselesaikani makai kasusi hukumi 

perdatai tersebuti akani diteruskani kei 

litigasii dani diteruskani olehi pemberii 

bantuani hukumi sampaii kasusnyai 

terselesaikani ataui mendapati ketetapani 

hukum. 

Contohi kasusi dalami hali Perjanjiani 

kerjasamai yangi dilakukani Penggugati 

PT.i REKSAi FINANCEi (Sudirmani 

Ritonga),i dengani tergugati yaitui Edyi 
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Suriantai Tarigani dani Lolyi Mekai 

Siregari dimanai antarai tergugati dani 

penggugati telahi terjadii kesepakatani 

untuki melakukani Perjanjiani 

Pembiayaani dengani Jaminani Fidusiai 

1i (satu)i uniti mobili Merki Mitsubishi,i 

Type:i Colti L300i PUi FB(4x2)i M/T,i 

Modeli Picki Up,i Warnai Hitami 

(Kanzai),i Tahuni Pembuatani 2012,i Isii 

Silinderi 2477cc,i Nomori Rangka:i 

HMLOPU39CK097704,i No.Mesin:i 

4D56C-H66800,i Bahani bakari Solar,i 

No.i Polisii BBi 8609i YB,i BPKBi atasi 

Namai JAPENi SIHALOHOi dengani 

carai dimanai pihaki  PT.i REKSAi 

FINANCEi (Sudirmani Ritonga)i 

sebagaii pemiliki melakukani perjanjiani 

dengani Edyi Suriantai Tarigani dani 

Lolyi Mekai Siregari sebagaii pendana. 

Sebelumi perjanjiani itui disepakatii 

pemiliki memberikani gambarani dani 

rinciani mengenaii Pembiayaani dengani 

Jaminani Fidusiai 1i (satu)i uniti mobili  

yangi akani dibeli,i Edyi Suriantai 

Tarigani dani Lolyi Mekai Siregari 

menjelaskani kepadai PT.i REKSAi 

FINANCEi (Sudirmani Ritonga)besari 

biayai yangi akani dikeluarkani dalami 

pembeliani mobili tersebut.i Jikai PT.i 

REKSAi FINANCEi (Sudirmani 

Ritonga)i sepakati dengani biayai 

pembeliani mobili dani waktui yangi 

sudahi disepakatii olehi keduai belahi 

pihaki dengani adanyai katai sepakati 

makai keduai belahi pihaki tidaki i 

Undang-Undangi Bantuani Hukumi 

pasali 1i ayati (1)i yaitui “Bantuani 

Hukumi adalahi jasai hukumi yangi 

diberikani olehi pemberii bantuani 

hukumi secarai cuma-i cumai kepadai 

penerimai bantuani hukum”.i 

Pembahasani disinii adalahi tentangi 

“Penerimai Bantuani Hukum”i siapai 

sajakahi yangi dapati menerimai bantuani 

hukum.Undang-undangi Bantuani 

Hukumi Pasali 1i ayati (2)i “Penerimai 

Bantuani Hukumi adalahi orangi  ataui 

sekelompoki orangi miskin”.i Kemudiani 

bagaimanai dengani orangi yangi 

termarjinalkan,i orang-orangi yangi 

terlantar,i orangi yangi tidaki 

mempunyaii tempati tinggal,i ataupuni 

dengani anak-anaki jalanan.i Undang-

Undangi Bantuani Hukumi hanyai 

memberikani bantuani hukumi terhadapi 

golongani orangi miskini sajai kurangi 

menjelaskani secarai detaili mengenaii 

penerimai Bantuani Hukum,i sesuaii 

dengani persyaratani yangi diaturi  

dalami  Undang-undangi Bantuani 

Hukumi Pasali 14i ayati (1),i yaitu.i 

“Untuki memperolehi Bantuani Hukum,i 

pemohoni Bantuani Hukumi harusi 

memenuhii syarat-syarat”: 

1. Mengajukani permohonani secarai 

tertulisi yangi berisii sekurang-

kurangnyai identitasi pemohoni 

dani uraiani singkati mengenaii 
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pokoki persoalani yangi 

dimohonkani Bantuani Hukum. 

2. Menyerahkani Dokumeni yangi 

berkenaani dengani perkarai 

pemohoni Bantuani Hukum 

Kantor Hukum Law Firm S A & 

Partners berada dalam posisi struktural 

dan sifatnya konvensional umumnya 

menerima klien dari kalangan perorangan 

ataupun kelompok yang tidak mampu. 

Pelayanani padai Lembagai Bantuani 

Hukumi padai prinsipnyai bukani 

mencarii profiti karenai berbedai dengani 

pelayanani dikantori advokati padai 

umumnyai yangi pembelaannyai secarai 

subyektifi karenai mencarii keuntungani 

dani kepercayaani darii klieni tetapii 

padai Kantori Hukumi pelayanani 

penanganani kasusi hukumi tidaki bolehi 

terlalui subyektifi tetapii harusi obyektif,i 

bukani kepentingani orangnyai yangi 

kitai belai namuni kedudukani 

hukumnyai yangi harusi kitai luruskani 

dani kitai dampingi,i kalaui bukani 

karenai terlalui subyektifi biasanyai 

hanyalahi prosesi komunikasii antarai 

klieni yangi bermasalah. 

Kantori Hukumi Lawi Firmi Si Ai &i 

Partnersi mempunyaii kesesuaiani 

terhadapi amanati konstitusional.i 

Pelayanani Bantuani Hukumi yangi 

diterapkani yaitui sesuaii dengani visi,i 

misii dani tujuani organisasii Kantori 

Hukumi Lawi Firmi Si Ai &i Partners. 

5. SIMPULAN 

1. Prosedur pelayanan dan pemberian 

bantuan hukum ditangani dan 

diselesaikan oleh pemberi Kantor 

Hukum Law Firm S A & Partners 

pada Penanganan Kasus Perkara 

Perdata Nomor Perkara 

10/Pdt.G.S/2021/PN Mdn dengan 

syarat-syarat yang ditentukan yaitu 

dengan menuliskan permohonan 

bantuan hukum dan kasus hukum 

akan diselesaikan sampai kasus hukum 

tersebut selesai melalui jalan 

nonlitigasi maupun litigasi sampai ada 

ketetapan hukum yang mengikat. 

2. Peran Kantor Hukum Law Firm S A & 

Partners dalam penyelesaian dan 

penanganan perkara perdata Nomor 

Perkara 10/Pdt.G.S/2021/PN Mdn 

adalah membantu penyelesaian hukum 

perdata yang bertugas membantu 

kliennya dan sebagai pendamping dari 

kliennya untuk melewati setiap proses 

peradilan dengan prosedur yang benar 

dalam menyelesaikan sengketa 

berdasarkan kebenaran yang hanya 

didasarkan pada bukti-bukti yang 

diajukan. Para tenaga ahli ( advokad) 

dalam kantor Advokat ini menjalankan 

pekerjaannya secara cakap dan 

profesional serta bertanggung jawab 

atas tindakan yang dilakukan. 

3. Tanggung jawab Kantor Hukum Law 

Firm S A & Partners dalam 
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Penanganan Perkara Perdata Nomor 

Perkara 10/Pdt.G.S/2021/PN Mdn ada 

2 yaitu, bertanggung jawab sebagai 

lembaga/yayasan dan 

bertanggungjawab sebagai 

individu/personal yaitu, advokat. 
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